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ABSTRAK

tvegara Indosiesia berdasarkan atas bukum bukan berdasurkan kekuasaan belaka
macalsstaar) hab ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1
amandernen ke-31. Salah satu cici hukum bagi suaty Newara hukum adalah Pengakusn dan
peclindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamasn dalam bidang politik,
fkum, sosial, ekonomi dan kebudavaan, Dimana orang kayw atau orang berpangkat pun
sami-suma berhak dengon orang tak punve, untuk mendapatkan bantuzn hokom, ari later
meliking tersebut timbul permasalahan vang hendak ditelii antara lain: &) baguimanakah
prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-<cuma olzeh eriangha yang tidak mampu pada
proses penyvidiken, by bagaimanaksh implementasi pemberian hantuan hukum secas cuma-
-uma padd proses penyidikan, ©f Apskah kendalz vang dibadapi olel; tersangka uniuk
tendepatkan bantuan hukum secara cume-coma pada proses penvidikan, Dalam penulisan
Shripsi ini, penclitian yanp dilakukan  bersifat deskriptit’ yaitu cara penelitinn  vang
mengeambarkan secara lengkap dan jelas tentang personlen vang diteliti dengan pendebatan
sundis sosiclogs, Hasil penelitian menunjukan hahwa &} Prosedur mendapatkan bantuan
Akum cuma-cuma uleh tersangka vang tidak mampu pada proses penvidikan berdasackan
Peratoran Pemerinah Nomor 33 Tahuon 2008 tertang Persvaratan an Tata Cara Pemberian
Samiuan Hukum Secara Cuma-Cuma, b)) implemertas: pembenan bentuan bukum secara
-umd-cuimg pads proses penyidikan terlihat adanya komersialisasi bantuan hukum oleh
s=rerapa oknum Advokat, Adapun beniuk bantuan hukum cuma-cuma vang diberikan olch
Ivokat dalam proses penyidikan adalzh pendarmpingan tersangka, penghubung tersanska
hzan sanak keluarga, dan memberikan Legal advice (nasibal hukum), Disarnping itw dalam
Thiementasi danuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan terdapal hal vang
menghalang yakni penyidik bermental criminal control model, ¢) Lendeala yang dibadepi oleh
=mangka untuk mendapatkan bantean hukum secara cuma-cuma pada proses penvidikan
“Zzlzhi Masvarakal tingkar pengetahuannya tenteng pemberian bantuan hukum cuma-cuma
i Adanys pandungan dari beberapa oknum penyidik hahwa bila seorang tersangka i
smpingt oleh seorang advokat maka perkars akan larma prosesnya; dan masih kurangnya
cesadaren dur advokat untuk memberikan hatuan hukum cuma-cuma dalam bentuk
sendampingen. Cruna perbaikan kedepan, maka perlu dilakekan melakukan revisi sepers
-mhzdap Ritb Undeng-Undang Hukum Acara Pidana karenz aturan tersehut sudah
etingzalan dan ada heberapa kelemahan didalamnya, Memberikan pendidikan kepada
“ervidik bapaimana menengani proses penyidikan menurut pandanzan KUHAP,



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Megara  Indonesia berdasarkan  atas hukum bukan  berdasarkan
kekuassan beluka (machtssioan bal i ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1943 pasal | ( amandemen ke-3 ). Clri-ciri hukum bagi suan
Newara hukum adalah:

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia vang menpandung
persamaan  dalam  bidung  politik, hukum. sosial,  ckonomi dan
kebudayaan:

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleb
sesuatu kekuasaan atau kekuatan ar.va]}un]juga:

¢. Legalias dalam artian sezala benuknya,

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoresia Tuhun 1945
Pasal 27 ayal (1) menepaskan  persamaan hak  di hadapan  hukuem
schagaimana  dinyatakan  bahwa  “Segala  warga nepara  bersamasn
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintaban dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintaban i dengan tidak ada keeualinya ™. Penjabaran pasal
rersebut kemudian disampaikan lagi dalam Undang-Undang Namor 4 Tabun
2004 tentang Kekuasaun Kehakiman (selanjutnya disingkat dengan UUKE),
Pasal 5 menvatakan “Penpadilan menpadili menurst hukum dengan tidak

membeda-bedakan crang™

Moh, Kusnardy den Hacomls Sk, 1995, Penpavear Hikiem Torg Nepara dedomiin
Jakarma: Posot Stedi HCTW UL bal 162



s leenlis Nlosofis sebenarnya advosat membela klien tak M pL
dengan predva. sebaliknya advokat vanp membels arang kaya atau pejabat
herkusa adalah sma-sama sangat mulio, Senraliz profest advoka yang sering
dipersepsi schagan profesi vang mulia {offici nobilie),

Sebab itu semestinya tidak ada hal vang berlentangan menyangkut
weduanya bila disadar bahwa pre dee dalam istilah Belanda atay pro bano
puablivad latin: yang dilaksanakan berdasarkan bak untuk mendapatkan bantuan
hukum (right to fegal counsel), merupakan peluksanaan osas persamazn di
depan bukum tegualine befire the law) dan keadilan unmuk semua arang
|frestice for affy,

[imuna  berarti, orang kaya atau arang berpangkat pun sama-sama
berhak dengan orang ak punya, untuk mendapatkan bantuan hukum. Bedanyva
karena kemampuan ekonomi; yang satu “divpayakan” prats, vang lain bayvar,
Antara lain juga karena dalam perspektif HAM, istilah “semus arang™ berarti
dengan tidak membedakan asal usul, keturunan, kedudukan sosial {kava
miskin, pejabat atau bukan) idealogi, keyakinan politik, ras, agama dan
kepercavaan dan Jain-lain yang membust manusia tidak il

MNamun menjadi miris bila seorang vang berperkara tidak mempunyai
biaya untuk mencari keadilan, yang mana hak-haknya dikecilkan atay
diabaikan olch subjek hukum vang lain dan penegak  bukum  sendir,
Bagaimana  peran  pemerimah  dalam  membaniu orng  ersebuat untuk
menemukan keawdilan walaupen ia tidak memiliki kemampuan linansial untuk

menjalinkan proses peradilan.



Diisisi lain pentingnya hak untub didampingt advokat® vang merugakin
sesuty imperatil” dalam sangka mencapai proses hukum vang adil. Hal
tersebul sebagaimana dinvatakim dalam rdang-Undang Republik indones:
Momor & Tahuen 1981 Temtang Hukum Acara Pidana {selamjuiya disingkar
dengan KUHAP) pada pasal 34 vang berbunyi “Guna kepeningan permibelaan,
tersanghka atau terdakwa berhak mendapst bantuan hukum dar SeOrang dlau
lebih penasihat hukum selama dalam  wakto dan pada setiap tingkal
pemeriksaan, menurit stz carm vane diteniukan dalam undang-undang ini”,
Dan didalam UUKK pada pasal 37 disebutkan bahwa: “setiap orang vang
berperkara berhak memperoleh bamuan hukum .

Reebadiran advekat dapst mencegah perlakuan tidak adil olch palas,
Juksa, hakim dalam proses interopasi, investigasi, pemerikszan, penahanan,
dan proses persidangan,  Sebagai  contoh Tersangka  atau  tendakwa
diperlakukan secara tidak adil dan malehan ada vang disiksa atau direndahkan
martabatmya sebagai manusia seperti diperintabkan untuk makan kertas kalay
tidak mau mengaku’, Kurangnya penghargasn terhadap hak hidup dan
kemerdekaan juga menyebabkan tingginya angka penyiksaan, perlakuan, dan
hukuman vang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia,

Hal inilah yang membual pemerintah mengadakan bantuan hukum

secart cuma-cuma pada proses peradilan vang dikenal dengan istilah Cuma-

Fazal 1 angka | UL RI Wo. 13 Th 2003 lennieg Advokat meperinekan babws advosm
i orang vang berpofesi memberd s hokum, Baik 0 dlam miaepun i luar pengadibim vang
enuhi persyaraian berdasarkan ketennesn ondang -urd 7 i

Dlani Fo Jambak. Femvidid FIR o0 Peervaash 8000 smpealang, Amilise Hukony, ot 50
2008



Cuma (proceal’ Dimana didala RUHAP poda pasal 56 avat | |1 elah
diseburkan bahwg -

“Dalsn bal tersungka atag terdakwa disangka atwu didakwa melokukan
tndak padany vang disneam dengan pidana mati atan ancaman pidana
lima belas tahun stau lebih atay bagi mereka vang tidak Manip yang
diancam  dengan pidana lima tahun alau vang lebih vang tdak
mempunyal penasibat hukum sendiri, pejabal vang hersangkuian pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses pecadilan wajib menunjuk
penasihat hukum bagi mereka®,

MNamun dalam prakteknya untuk mendapatkan bamtuan hukum oo
terseba tidak mudah, upalagi dalam hal bantuan hukum vang dilerikan oleh
aclvokat profesional. Lareng SEOrng yang herprofesi sebagai advokar adalah
arang vang memberikan jasa bukum dengan harapan mendapat imbalan atas
iasa yang diberikannya

Berdasarkan informasi Humas PN Padang vang menjelaskan sebagai
herikui:

Masvarakat miskin maesih belum banyvak vang tahuy lentany persamsan

haknya di hadapan hukum, Ini terbukii dalam proses persidangan di

Pengadilan Negeri { PN ) Padang. Hal tersebut diperjelas denpan fakta

bahwa perkara prodeo di kota Padang pada 2008 turyn dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, dimana dari sekian banyak jumlah perkara
dengan ancaman pidana mati atay pidana penjara di atas 15 tahun,
harya beberapa terdakwa saja yang bersedia memakai jasa bantuan

hukum cuma-cuma yang ditunjuk langsung oleh Ketug PN Padan e

Berdasarkan keteransan dari Humas PN Padang tersebur kit dapat
simpulkan hahwa lersangka ada vang belum didampingi advoka sejak dari

proses penyvidikan. Sedangkan di dalam pasal 56 avat { | ) KUHAP dijelaskan

salaw ersangha vane diancam pidana 13 tahun atae pidang mar g lersanpka

Pralam kamus hakam prodis Rl lanpa baya; coma-cumia [Sudare W04 it Sk
aarma PT. Brneka Cipta dan PT. Bina Adlinkzara, hal 373)
Padang Bkspres, jomar 30 Januari 2009, hal §3.



vang tiduk mampu yang diancam pidana de atas 5 (ho memiliki hak untuk d
damping: oleh penasihat hukum.

Dari fakta di atas, bisa diasumsikon Ealau tersa ek vang tidak mamp;
beranpgapan bahwa jiks mereks menggunakan jasa advokat uniuk membela
kepentingan hukumnva mereka harus membayar jasa vang telab diberikan
olch penasibat hukum tersebur.

Maka dengan demikian kitn dapal melihat para pencari keadilan vang
memilki uanglah vang akan mendapatkan bantuan hukum ataupun jasa hukum
dari mivokat. Maka tidak hersn bila werjadi kegagalan dalarm penerakan
keadilan (miscarriage of justice).

Hukum tidak lagi hanva menampakkan nilai-nilai vang sudah M pan,
melainkan lebih dari itu, hukum semakin hanyak <dipakai unruk menvalurkan
kebijksanoan pembangunan oleh negara”, O sampe 1w hukum idak hanva
dikontruksikan sebapai tindakan-tindakan mengeluarkan peraturan-peraturan
hukum secara formal saja (fas cansiititum}, melainkan Kita akan melihat pula
bagaimanakah hukum ity berkiprah i dalam masvarakal {ius operaim)
dimana {program) bantuan hukum berada dajam keranpka ini.

Latar belakang di ataslah Yang memotivasi pepulis lertarik untuk
mengangkat masalah bantuan hukum secars cuma-cuma vang diberikan oleh
seorang advekat dalam tahap penyidikan di Kepalisian. Supava masvarakar
wreerahkan dan dapat mengambil pefagaran darl wlisan ilmiah ini. Uik

whisan penelitian ini penulis herd Juduls implementasi pemberian bantuan

Hambang  Sumagone, (993, Pengard  Kebifaban Masig HWengembang  Torkadag
Meopmazan Plopik: Tl'-r]-l'l'ﬂjl';llr JHUFIRE TS |'F:'l:_:I.JII' Pasca Sanana Universitus Ftil'lungg:l.
Tnavs, hal 20



hukum cuma-cuma Kepada tersangka yang tidak mampuy pada proses
penvidikan perkara pidana (studi di wilayah hukum Poliabes Ko

Padang ),

Rumusan Masalah
Untuk  mengarabkan penulisan julisan ini, penulis perlu membatasan

permasalahan. Hal ini supava apa vang penulis wlis akan menjadi terarah.

Adapun rumusan permasalzhan vang akan penulis warakan dalam 1lisan ini

adafuh:

. Bagaimanakah prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-curma oleh
tersangka yang tidak mampu pada proses penvidikan,

2. Bagaimanakah implementasi pemiberian bantuan hukum secars -
cumna pada proses penyidikan,

b Apakah kendala vang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan
hubum secara cuma-cuma pada proses penyidikan,

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementas
pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka yang tidak I L.
Secara rinel sesuai dengan permasalahan di atas maka tajuan khusus penelitian
iy adakah;

Mengetahui prescdur untuk mendapatkan  bantuan hukum secars curme-

suma oleh tersangka vang tidak mamp pada proses penvidikon:

fi



HAB IV

PENLTUP

A, KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. dapat disimpulkan sehagai

herikut;

[ Prosedur mendspatkan bantuan hukum cuma-cuma aleh tersangka vang
tidak mampu pads proses penyidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomaor 83 Tahun 2008 tentang Persvaratan Dan Tata Cara Pemberian
Bantuan | lukum Secars Cuma-Cuma.

2. Implementasi pemberian bantuan bukum secars cuma-cuma pada proses
penyidikun terlihal adanya komersialisasi bantuan hukim oleh beberaps
oknum  Advokat. Adupun bemuk bantwan  hukum cumaeeuma vilng
diberikan oleh advokat dalam proses penyvidikan adalah pendampingan
tersangka. penghubung tersangka denpan sanak keluarga, dan memberikan
Legal advice (nasihat hukum). Disamping itu dalam implernentasi hantzan
ukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan terdapat hal vang
menghalang vakni penvidik bermental erimingd conmrol model. 1; Samping
itn jumlah perkara yang diberikan bantuan hukum coma-cumns untik
tindak pidana vane werkualifikasi dalam Pasal 56 K1THAD sangar seadikil
sekali,

A Rendala vang dihadaps oleh wersanghka untuk mendapatkan bantian hukum

stcard cumi-cums pada proses penvidikan adalah- Musyarakat tingkar



pengelahumneya entang pemberim bamuan hukung clmia-cuma  masih
singal kurang bahkan ada vane Gdak whe Adanva pandanpan dari
Peberupa choum penvidik bahwa bily seering tersangha di dampingi oleh
seorang advokat maka perkara akan lama PrOSCsYA Aturan yang
mewajibkan seorang penegak hukum uniuk menyediakan penasihat hukum
lerscbut tiduk memberikan sanksi hilg penepgak bukom tersebut tidak
melakukan kewsjibannva: dan masih Kurangnya kesaduran dari advokat
umivk  memberikan  batuan  hukum cumaecuma dalam  bentuk

pendampingan.

. SARAN
Berdasarkan pengamatan dan penelitian vang telah penulis lakukan.
Dalam hal permasalshan atau kendaly vang imbul, maka penulis mencohsy

memberikan saran-saran bagi Advokar, Pemerimah dan Penyidik;

[

Supaya Advokat memberikan perhatian vang khusus dalam pemberian

bantuan hukum cuma-cuma supaya keadilan tercipta dan mengembalikan

kepada koridor bahwa profesi advokar merupan officium robile (profesi
yang muliz).

2. Pemerintah perlu melakukan revisi segera terhadap Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, karena aturan tersebur swidah ketinggalan
dan ada beberapa kelemaban didalamnya.

Lo Memberkan pendidikan kepada pensidik supava menghilangkan sifat

orang yang diperiksa merupakan orang vane bersalah, oleh karena it

a7
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